
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

Pl,,RATURAN DAERAH KO I A MOJOKERTO 
NOMOR 5 IAIJUN 2005 

TENT ANG 

PENATAAN DAN PEMBINAAN KEGIA 11\N PEDAGANG KAKI LIMA 

DENGAN RAHM Ar TUHAN YANG MAHA FSA 

WAT TKOTA MOJOKERIO 

Merumbang 

Mengmgat 

bahwa pedagang kakr hma adalah satu segi 
kehrdupan masyarakat terutama begi golongan 
ekonomi Iemah, maka dipandang perlu untuk 
diadakan penataan dan pembinaan demi 
kemajuan usahanya dan diharapkan akan mampu 
menunjang pcrckononuan masyarakat dan 
mewujudkan lingkungan Kota yang bcrsih, sehat. 
rap1 dan mdah; 

b bahwa bahwa sehubungan dengan maksud huruf 
a, maka dipandang pcrlu mengalur kcmbah 
ketcntuan yang mengatur keg:ia!an usaha 
pedagang kaki lima di Kota Mojokerto yang 
ditetapkan dengan suatu Pcraturan Daerah 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam 
lingkungan Propmsi [awa I imur/ Jaw ii Tengah/ 
Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pldana (Lernbaran Negara Tahun 
1981 Nomor 76, 1 ambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209), 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tcntang 
Lalu Lintas clan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara lahun 1992 Nomor 56, Tambahan 
1.embaran Negara Nomor 3478); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan I hdup (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3699), 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara I ahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389), 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara fahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437) ; 

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang 
Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 

8 Peraturan Pemerintah Pcnggantl Undang-Undang 
Nomor 3 Iahun 2005 tcntang Perubahan alas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang 
Pcmenntahan Daerah (l embaran Negara T ahun 
2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4493); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 fahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wtlayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara 
Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3242), 

10 Pcraturan Pemerintah Nomor 27 j ahun 1983 
tcntang Pelaksanaan Kttab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara T alum 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3258), 

11 Peraturan Menten Kehakiman Nomor 
M 18-PW.07 03 T ahun 1993 ten tang Petunjuk Pe- 
!aksanaan Pengusulan Pengangkatan, mutasi dan 
Pemberhentrnn Penyidik Pegawai Ncgeri Sipil , 

12 I'craturan Menteri Dalam Ncgen Nomor 4 J ahun 
1997 tentang Penyidik Pcgawm Negeri Sipil di 
Lmgkungan Pemcnntah Daerah, 

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 
2003 tentang Pedornan Pembmaan l'enyidik 
Pegawai Ncgcn Sipil di Lingkungan Daerah; 
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14 Keputusan Mentcn Dalam Negen Nomor 7 Tahun 
2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik 
Pegawai Ncgen Srprl Daerah dalam Penegakan 
Peraturan Oaerah, 

15. Keputusan Menten Dalam Negen Nomor 8 
1 ahun 2003 tentang Pedoman Pcnyelenggaraan 
Pendidikan dan pelatthan Penyidik Pegawai Negri 
S1p1l Daerah. 

Dengan pcr�etujuan bersama 
DEWAN PERWAKJJ,AN RAKYATDAERAH KOTA MOJOKERTO 

d= 

WALlKOTA MOJOKFJ.:JO 

MEMU1 USKAN : 

PERA"JURAN DAERAH KOJA MOJOKERTO Tl:.NJANG 
PENATAAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN PEDAGANG 
KAKILIMA. 

BAB l 

K.bTENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1 Kota, adalah Kota Mojokerto, 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota 

Mojokerto : 
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto : 
4 Peraturan Deerah adalah Peraturan Daerah Kota 

Mojokerto yang memuat kctentuan pidana dan 
yang telah berlaku sah serta tclah drl.Indangkan 
dalam Lembaran Oacrah Kota Mojokcrto; 

5 Pcdagang Kaki Lima adalah orang yang 
melakukan kegialan bcrjualan yang mcmpunyai 
crri-ciri potcnsr modal relatif kcctl dan lokasmva 
tidak menetap; 

6. Jalan Umum adalah setiap jalan di Kota Mojokerto 
dalam bentuk apapun yang terbuka untuk !alu 
lintas umum; 
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7 Tcmpat Umum adalah tempal-tempat yang 
mehpuh taman kota, lapangan, aloon-aloon dan 
fasihtas umum lainnya yang drkuasai/ dnnilik:i 
oleh Pemerintah Kota Mojokerto ; 

8. Trotoar adalah benluk bangunan yang khusus 
drperuntukkan bagi orang yang beqalan kaki, 

9. Saluran Umum adalah saluran yang bcrfungsr 
scbagai saluran tertutup atau tcrbuka yang 
berfungsi mengalukan arr dan hulu kc htlir sccara 
terus mcncrus yang bukan sebagai saluran 
pcmatusan persil, 

10. Daerah sempadan adalah kawasan kin kanan 
sungai tennasuk sW1.ga1 buatan yang mempW1ya1 
manfaat pentmg untuk mcmpertahankan 
kelestarian fungsi sungai 

BAB II 

KE! FNTUAN KEGIATAN USAJ !A 
PEDAGANG KAKI LIMA 

Pasal 2 
(1) Untuk menjaga ketertrban dan kemdahan, 

keamanan, ketentraman, Kebersrban di Wllayah 
Kota Mojokerto, dilarang menggunakan tcmpat- 
tempat umum, jalan umum, trotoar dan diatas 
saluran umum sebagai tcmpat kegiatan usaha 
pedagang kaki lima, kecuali kawasan yang 
ditetapkan dan drljmkan oleh Walikota atau Pejabat 
yang dilunjuk; 

(2) Kawasan terhb lalu lmtas dtlarang untuk kcgiatan 
pedagang kaki hma atau yang sejenis : 

(1) Walikota dalam menetapkan tempat-tempat umum, 
plan-plan umum, trotoar dan saluran umum, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mempertimbangkan kepentingan sosial, ckonorru, 
ketcrtiban Kebersrhan clan kcmdahan lingkungan 
sekitarnya serta memperhatikan keadaan pa"ar 
maupun ierus barang yang diperdagangkan 
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Pasal 3 
(1) Senap pedagang kaki hma yang dapat menggu- 

nakan tempat sebagatmana dimaksuci dalam Pasal 2 
ayat (1), harus bertanggung jawab terhadap 
ketertiban, keamanan, Kebersihan dan kemdahan 
serta menJaga kesehatan hngkungan disekitar 
tempat kegiatan usahanya; 

(2) Ketentuan persyaratan sebagaunana dunaksud 
pada ayat (1) lebih laruut akan drtetapkan oleh 
Walikota. 

BAB III 

PEMBJNAAN PhD AG ANG KAKI LIMA 

Pasal 4 
(1) Untuk kepentingan pembinaan clan pengembangan 

usaha peda-gang kakr Irma, Walikota rnemberikan 
pcmbinaan melalm urut teknis yang 
membidangmya berupa bimbmgan, pengaturan 
dan penyuluhan; 

(2) Tata earn pembmaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan oleh Wahkota 

BAB rv 
PENGGUNAi\N TE1fPAT 

Pasal 5 

(1) Setlap pcdagang kekr hma yang akan mengguna- 
kan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1), harus mengajukan permohonan dan 
mcmenulu persyaratan yang drtentukan : 

(2) Persyaratan clan tata cara penggunaan tempat 
sebagarmana drmaksud pada ayat (1) dratur lebih 
lanjut dengan Keputusan Walikota, 

(3) Pcnggunaan tempat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tidak bolch drpmdahtangankan kepada 
siapapun tanpa persctujuan Walikota atau Pejabat 
yang ditunjuk, 

(4) Pcnggunaan tempat yang telah diberikan dapat 
dicabut, [ika 
a Pemegang i..Gin melanggar kctcntuan per- 

syaratan yang tclah drtetapkan : 
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b. Tempat atau fasilitas umum tcrsebut ttdak lagi 
dinyatakan sebagai tcmpat bagi kegiatan 
pedagang kaki lima ; atau 

c. melanggar kctcntuan-ketentuan peranrran 
perundang-undangan, 

(5) Pencabutan sebagarrnana dimaksud pada ayat (4), 
Pernermtah Kota trdak membenkan ganli rugi 

Pasal 6 

Setiap pedagang kakr lima yang menggunakan ternpat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), 
dikenakan rctribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

BAB V 
KETEN'l UAN !'!DANA 

Pasal 7 

(1) Barang siapa mclanggar ketentuan dalam Pcraturan 
Daerah mi drancam dcngan pidana kurungan 
selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 500 000,00 (lima ratus nbu 
rupiah) ; 

(2) Perbuatan sebagaimana dunaksud pada ayat (1) 
adalah pelanggaran. 

BAB VI 

KETEN ! UAN PFNYIDIKAN 

Pasal 8 
(1) Pejabat Pegawar Ncgcri Siptl tertentu di lingkungan 

Pemerintah Dacrah drben wewenang khusus seba- 
ga1 Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak 
pidana yang drtentukan dalam Pcraturan Daerah 
mt, 

(2) Wewenang Penyidrk scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah : 
a. meneruna, mencari, mengumpulkan clan 

menelili kctcrangan atau laporan bcrkenaan 
dengan tindak pidana dr bidang Rctrlbusi 
Daerah agar keterangan alau laporan tersebut 
menjadi lengkap dan jelas , 
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b. menehti, mencari clan mengumpulkan kctc- 
rangan mengcnar orang pribadi atau badan 
tentang kcbcnaran perbuatan yang drlakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retnbusr 
lJaerah terse but; 

c meminta keterangan clan bahan bukn dari 
orang pribadi atau badan sehubungan dengan 
tmdak pidana di bidang Retnbusi Daerah , 

d. memeriksa buku-buku, calatan-catatan dan 
dokumen-dokumcn lam berkenaan dcngan 
tmdak pidana di bidang Retribusi Daerah , 

c. melakukan pcnggeledeh,,n untuk menda- 
patkan bahan bukti pembukuan, pencalatan 
clan dokumen-dokumcn lam, serta melakukan 
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, 

d merrunta bantuan tcnaga ahh dalarn rangka 
pelaksanaan tugas pcrryrdrkan tindak pidana 
di bidang Retribusi Daerah, 

g. menyuruh berhenti clan atau melarang 
seseorang mentnggalkan ruangan atau tempat 
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung 
dan mcmeriksa identitas orang atau dokumen 
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada 
huruf e, 

h mcmotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana Rctnbusi Daerah; 

1. mcmanggtl orang untuk drdengar kctc- 
rangannya dan dipr-riksa sebagat tersangka 
atau saksr , 

J mcnghentikan penyidikan; 
k. melakukan tmdakan lam yang perlu untuk 

kolancaran penyrdtkan tmdak pidana dr 
bidang Retnbm,i Daerah menurut hukum yang 
dapat dipcrtanggungjawabkan. 

(2) Penyidik scbagarmana drrnaksud pada ayat (1) 
memberitahukan dimulainya penytdikan clan 
menyampaikan hasil pcrryrdrkannya kcpada 
Penuntut Umum, sesuai dcngan ketentuan Pcraturan 
Pcrundang-undangan. 
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BAB VII 

KElbN l U/\.N PENUIUP 

Pasal 9 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraluran 
Daerah mi eeperueng mcngena1 pf-laksanaannya, akan 
diatur lebih lanjut oleh Walikota. 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Daerah irn berlaku, maka Peraturan 
lJaerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokcrto Nomor 
8 Tahun 199() tentang Ketentuan Kegiatan Usaha dan 
Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kotamadya Daerah 
Tingkat II Mojokerto, dinyatakan tidak berlaku 

Pasal 11 

Peraturan Daerah uu mulm berlaku pada tanggal 
dmndangkan 

Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memenn- 
tahkan pengundangan Pcraturan Daerah im dengan 
pencmpatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojo- 
kerto. 

Disahkan di Mojokerto 

pada tanggal 12 Desember 2005 
WALIKOTAMOJOKERTO 

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, \1 M .......... � 
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PENJEJ,ASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOT A MOJOKERTO 
NOMOR 5 T AHUN 2005 

TENT ANG 

PEN AT AAN DAN PEMBINAAN KEG I AT AN PED A GANG KAKI LIMA 

PENJELASAN UMUM 

Pcdagang kaki hma mcrupakan suatu kcgiatan bidang usaha 
khususnya bagi golongan ckonomi lcmah yang pcrlu mendapatkan 
pembmaan untuk pertumbuhan dan perkembangan serta perlu 1uga 
diadakan penerhban dalam rangka mewujudkan hngkungan kota 
yrtng bersih, sehat, rapi dan indah. 

Selama mi untuk pedagang kaki lima tersebut belum ada 
pengaturannya secara tegas dan terperinci, karena itu dalam 
Peraturan Daerah ini diatur penyelenggaraan kcgiatan usaha 
drmaksud 

Dengan dradakannya pengaturan pedagang kaki lima mi 
tidak bcrarn Pemenntah Kota akan membmrk,m pedagang kaki hma 
untuk tcrus tumbuh semakm besar dengan mendrrikan ternpat- 
tempat m,aha yang permanen di tempat tersebut, tctapr apabtla 
pcdagang kakr hma tersebut telah tumbuh dan berkernbang mcnjadi 
besar, dalam jangka waktu tertentu diharapkan akan dapat pindah 
ke pasat -pasar a tau toko-toko, sesuai dengan 1en1s barang 
dagangannya 

II PCNJELASAN PASAL DEMI PAS/\1 

Pas al 1 Mernuat istilah- rsnlah y=g dipakm dalam 
pasal-pasal selanjutnya 

Pas al 2 ayat (1 I Cukup jelas 
ayat (2) Cukup jclas 
ayat (3) Jenis barang yang diperdagangkan perlu 

mcndapatkan perhmbangan dart wahkota, 
,g� barang yang '>eJems dapat diatur 
scdcmikian rupa, sehmgga akan memudahkan 
bagi pembeli sorta trdak mengganggu 
keterhban maupun kcmdahan 

Pasal 3 Cukup jelas 
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Pembinaan terhadap pedagang kaki lima baik 
berupa bimbingan maupun pcnyuluhan perlu 
dilaksanakan, agar pedagang kaki hma 
terscbut dapat berkembctng dengan cepat, 
sehingga akan dapat pindah kc pasar ataupun 
toko scsuai dengan bidang m,ahanya. 
Tata cara pcmbinaan termasuk didalamnya 
Pembentukan Tun Tcrpadu 

Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 Cukup jelas 

ayat (2) 

Pasal 4 ayat (1) 


